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Latar Belakans Pemi I ihan Judul

Penanggungan menurut ketentuan Pasal 1820 Kltab

Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH

Perdata) yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang pi-
hak ketiga guna kepentingan sl berpiutang mengi katkan

dirinya untuk memenuhi perikatannya si berhutang nanaka-

1a orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan demikian

dal am perjanjian penanggungan tsrdapat tlga pihak yaitu

pihak debitur dan kredltur serta pihak ketiga selaku pe-

nanggung.

Penanggung mengl katkan diri untuk kepent ingan

kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak

tertanggung, manakala tertanggung tidak memenuhinya. Ini
berarti bahwa tanggung jawab penanggung dalam perjanjian

penanggungan bersi fat alternatif, maksudnya bahwa pe-

nanggung baru dibebani tanggung jawab penggant i an keru-

gian apabila harta kekayaan plhak berhutang yang ditang-
gungnya t€lah digunakan untuk melunasi hut ang-hut angnya,

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata.

Dibahasnya mengenai perjanjian penanggungan lni
ada kaitannya dengan digugatnya penanggung Perseroan

Terbatas Bentoel (selanjutnya disingkat PT Bent06l ) Ma-

lang oleh tiga bank selaku kreditur agar penanggung di-
tstapkan dalarn keadaan pai lit. Permohonan penetapan agar



penanggung dinyatakan pailit, padahal PT Bentoel selaku

pihak berpiutang maslh da'lam keadaan mampu untuk msmba-

yar hut ang-hut angnya, sehingga permohonan paillt bagi

penanggung adalah menyimpang dari perjanjian penanggung-

an. Di katakan menyimpang, karena pihak penanggung ber-

tanggungjawab memberikan penggant ian kepada kreditur
apabila harta kekayaan debitur telah habis digunakan me-

I unasi hut ang-hut angnya.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas yang

mendorong saya untuk menyusun skrlpsi dsngan memberikan

Judu.I: ''TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN DALAM HUBUNGANNYA

DENGAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN". Sedangkan permasalahan

yang disajikan adalah: Dalam keadaan bagaimana p€nang-

gung dapat dinyatakan pailit apabila dihubungkan dengan

perjanjian penanggungan dalam KUH Perdata ?

Tuiuan Penel itian
Dalam penyusunan skripsi inl tujuan dl lakukannya

penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

perjanjian penanggungan khususnya yang berkaitan dengan

tanggung jawab penanggung untuk memenuhi piutang kredi-

tur manakala pihak debitur tidak mampu untuk mgmbayar

hut ang-hut angnya. Karena sebagaimana kasus yang dlbahas,

pihak debitur masih mampu memenuhi hut ang-hut angnya, te-



tapi kenyataannya pihak penanggung dinyatakan pailit me-

lalui penetapan hakim sebagalmana yang diajukan oleh

para kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur
yaitu PT B€ntoel Ma'lang.

Jadral p€nelitian

- Persi apan

- Pengumpulan dat a

- Pengolahan dan analisis data

: 6 mi nggu.

: 6 mi nggu.

: 6 mi nggu.

lletode Penel lt ian

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan

mstode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya dida-

sarkan atas peraturan pe rundang-undangan dalam hal ini
KUH Perdata yang akan dit€rapkan terhadap permasalahan

yang dlbahas. Sumber data bsrupa data sekunder yang di-
perol€h dari bahan pustaka yang terdlri dari bahan hukum

primer yaitu bahan hukum yang b€rsifat mengikat dalam

hal ini KUH Perdata, dan bahan hukum sekunder yang ber-

sifat menjelaskan bahan hukum prlmer antara lain penda-

pat sarjana, literatur maupun bahan perkul iahan,

Pengolahan data di lakukan dengan cara nembaca,

mempelajari, meng i dent i f i kas i dan kemudian mengklasifi-

kasi kannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan



Iangsung dengan materi yang dibahas. Kemudian diolah

menggunakan metode deduksi, maksudnya pengolahannya di-
dasarkan atas hal-hal yang bersifat umum yaltu peraturan

pe rundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi

khusus sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selan-
jutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganal isa

data dldasarkan pemikian yang logls, runtut dan runtun

dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan

sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif ana-
'listis.

Pokok Hasi I Penelitian

Seseorang dinyatakan pai l lt apabi 1a dalam keadaan

tidak mampu untuk membayar hut ang-hut angnya dan telah

memperoleh penetapan hakim sebagaimana Pasal 1 Undang-

undang Kepailitan. Sehingga apabi la seseorang mengajukan

permohonan pailit kepada Pengadl lan Negeri untuk membe-

rikan penetapan bahwa debitur dinyatakan dalam keadaan

tidak mampu membayar hut ang-hut angnya adalah telah be-

nar.

Dalam perjanjian penanggungan, masih memungkinkan

penanggung digugat pailit terlebih dahulu meskipun pihak

debitur yang ditanggung masih dalam keadaan mampu untuk

membayar hut ang-hut angnya, apabi la pihak penanggung te-



lah melepaskan haknya untuk m€nuntut supaya harta keka-

yaan pihak debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk

membayar hut ang-hut angnya, sebagaimana ketentuan Pasal

1832 ayat (1) KUH Perdata.

Kesimoul an

Dalam perjanjian penanggungan, meskipun penang-

gung tidak menggunakan hak i st imewanya, baru dapat di-
nyatakan pai l it atau dalam keadaan terhenti membayar

hut ang-hut angnya apabi la debitur terlebih dahulu dinya-

takan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar

hut angnya .

Kewaj iban penanggung untuk memenuhl prestasi dari

debitur apabi 1a debitur tidak mampu membayar hutang-hu-

tangnya, adalah sesuai dengan prinsip perjanjian penang-

gungan yaitu monanggung debitur apabila tidak mampu mem-

bayar hut ang-hut angnya.

Perjanjian penanggungan banyak menimbulkan risiko
bagi pihak kreditur apabila debitur masih mampu membayar

hut ang-hut angnya, namun keadaan penanggung dalam keadaan

membahayakan pihak kreditur menglngat banyak barang-ba-

rang atau harta kekayaan penanggung telah dlalihkan ke-

pada pihak lain atau ada tanda-tanda dalam keadaan pai-
'lit.



Penanggung dapat dinyatakan pai l it apabi la mele-

paskan haknya sebagaimana Pasal 1832 KUH Pordata dan dl-
nyatakan dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hu-

t ang-hut angnya .

Seyogyanya dalam perjanjlan penanggungan ini yang

diikat tidak hanya seorang saja, melainkan juga harta

kekayaannya, sehingga penanggung tidak sekehendak hati-
nya memindahkan hart a kekayaannya.


